
 

 

 

PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH 

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA BARANG PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH 

Nomor : W3-A9/77/PL.06.1/I/2020 
 

TENTANG 
 

PENANGGNG JAWAB RUANGAN 

 PADA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH TAHUN 2020 

 

KUASA PENGGUNA BARANG PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH 

 

Menimbang  : 1. Bahwa pelayanan yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Agama Muara Labuh dalam 

melaksanakan reformasi birokrasi.  

  2. Bahwa untuk melaksanakan pelayanan yang efektif dan efisien Pengadilan Agama Muara Labuh menyediakan ruangan- 

ruangan sesuai dengan bagian pelayanan yang diberikan kepada pencari keadilan. 

  3. Bahwa setiap ruangan tersebut pada poin 2 perlu ditunjuk pnanggung jawab ruangan dengan Keputusan Kuasa Pengguna 

Barang. 

    

Mengingat  : 1. Undang-undang Nomor  14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 

  2. Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan 

Undang-undang Nomor 5 tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 3 tahun 2009; 

  3. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ; 

  4. Undang-undang Nomor  48 tahun 2009, perubahan atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan 

Kehakiman; 

  5. Undang-undang Nomor  50 tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 

Agama; 

  6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah ; 

  7. Peraturan Menpan-RB Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari 

Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. 

  8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 

  9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat 

Tidak Mampu di Pengadilan; 

  10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 303 Tahun 1990 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretaris Mahkamah 

Agung; 

  11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di 

Pengadilan; 

  12. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan; 

  13. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku I Pedoman 

Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan; 

  14. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan; 

  15. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Pemberlakuan Buku I tetang Pedoman 

Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Bidang Kelembagaan Peradilan, Adminstrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi 

Perencanaan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan, Administrasi Keprotokolan, Kehumasan dan Kemanan, 

Administrasi Perbendaharaan, Prototype Gedung Pengadilan dan rumah Dinas dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah 

Agung RI; 

  16. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 0017/DjA/SK/VII/2011 tentang 

Pedoman Pelayanan Informasi dilingkungan Peradilan Agama; 

  17. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 2940/DjA/HM.00/07/2017 tentang 

Peningkatan Kualitas Kinerja Layanan Peradilan Agama; 

  18. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 2971/DjA/OT.01.3/07/2017 tangal 27 Juli 

2017 tentangPersiapan Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah; 

  19. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 3107/DjA/OT.01.3/08/2017 tangal 7 

Agustus 2017 tentang Petnjuk Teknis Pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah; 

  20. Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Mahkamah Agung RI Nomor 65/PA/SK/XII/2019, 
tanggal     Desember 2019, tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada 

Satuan Kerja dilingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya. 
 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan  : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA BARANG  PENGADILAN  AGAMA  MUARA  LABUH  TENTANG  

PENANGGUNG JAWAB RAUNAGN PADA PENGADILAN AGAMA MUARA LABUH TAHUN 2020. 

Kesatu : Mencabut Keputusan Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Agama Muara Labuh Nomor ; W3-A9/146/PL.06.1/ I/2019, tanggal 

21 Januari 2019 dan dinyatakan tidak berlaku lagi, serta diganti dengan Keputusan Nomor W3-A9/77/PL.06.1/I/2020, tanggal 

02 Januari 2020. 

Kedua  : Menunjuk dan mengangkat Sdr. Hafniati, NIP. 196708151992032003, Pangkat/Golongan Ruang Penata (III/c) sebagai 

Penanggung Jawab Ruangan pada Pengadilan Agama Muara Labuh Tahun 2020. 

Ketiga  : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan 

sebagaimana mestinya. 

Keempat  : Asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan. 

Ditetapkan di : Muara Labuh 

       Pada tanggal  : 02 Januari 2020.   

       Kuasa Pengguna Barang Pengadilan Agama Muara Labuh, 

 

 

 

       Darnialis, S.Ag 

       NIP. 196511131994012001 

 


